PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATIKRAJA
IBUKOTA KECAMATAN PATIKRAJA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengembangan  pembangunan Kots
Patikraja Ibukota Kecamstan RPatikrajs perlu
Aikelola, dimanfaatkan, dilindungi cdan  di kKem-
bangkan sebailik-balknya guna  kKemakmuran dan
kesejahteraan seluruh masvarakat g

b.. bahwa untuk maksud tersebut huruaf a, maks perlu
adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota Patikraja

Ibukota Kecamatan Patikraja dengan Kedalaman
Rencana Detail Tata Ruang Kota sebagail pedoman
bagi saemua Keglatan penanfaatan ruang secara
aptimal, serasi, seimbang, Lerpadu, tertib,
) dan berkelanjutan wvang dapalt mewu)udkan
SGejahtera, AdiLl, e tib,  Rapi, TITndah dan

A

<. baliwea sehubungan dengan hal-hal btersebut huruf
a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Rencans
Wmum Tata Ruang Koba Patikraia Thukoba Kecamabtan
Patikraeja dengan Kedalaman HRencana Detail Tata
Ruang Kota dalam bentuk Peraturan Oaarah.kf

Mengingat 1. Undarg-undang Momor 1% Tahun 1950 tentang Pem-
baentukan Daerah-dasrah Kabupaten Dalam L.irng-
kKungan Propinsi Jawa Tengah

2. Undang-undang Momor % Tahun 19260 tentang Pear-e

aturan Dasar Pokok~Poakak fgrarias (Lembaran
e grara Republ ik Indonesia Tahun 1960 Nomor
ara Republik Indonesis

104, Fambahan Lembaran MNeg
Mamor 20430 '




q.
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“
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Undang~undang Nomor % Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di  Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1274 Momor 38, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 2037)

Undang-undang Nomor 13 Tahun L9980 tentang Jalan

(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun
1280 Momor 8%, Tambahan lLemnbaran MNegara Repubklik

Inclonesia Nomor 3186 )

Undang-undang Nomor 24  Tahun 1992 tentang Pena-~
taan Ruang (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 1292 MNomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia MNomor 25010

Undang-undang Momor 23 Tahun 1997  tentang Penge-
lolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Repu-
blik Indonesia Tahun 1997 Momor &8, Tambahan
Lembaran Negara Republik ITndonesia Nomor 2699)

Peraturan Pemerintah Nomor 2¢ Tahun 198% tentang

Jalan (lLembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 1985 Maomor A7, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia MNomor 329%):

Peraturan  Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang

Analisis Mengensail Oampak Lingkungan (L.embaran
Meganra Republik - Indonesia Tahun 1993 Nomor

84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 2538 )

Peraturan  Pemerintabh Nomor 8 Tahun 1995 tentang
Paenyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada
26 (dua puluh enam) Dasrah Tingkat 1T Percontohan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 199%
Momor 18, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2Z590);

Feraturan Menteri Dalam Negeri MNomor 2 Tahun
1287 tentang Pedoman Penyvusunan Rencana Kotas

RPeraturan Menteri Dalam Megari  MNomor 59 Tahun
1988 tentang Pretuniulk Fel aksanaan Raeraturan

Menteri Dalam  Negerl MNomor Tabun 1987  tentang
Fedaman Penyusunan Rencana Hota 3
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum  MNomor = &40 [/

KPTS / 1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;

Keputusan Menteri  Pekerjasn  Umum  Homor @ 463 !
KRPTS/1991 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan ODalam
Jaringan Jalan Primer Menurut Feranannyva Sebagal
Jalan Arteri, Jalan Kolektor dan Jalan Lokal;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor B4 Tahun
199% tentang Bentuk Feraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan:
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Instruksi Menteri Dalam MNegerid FHoimor 14 Tahun
19688 tentang Penataan Ruang Terbulka Hijau di
Wilayah Poerkotaans

Peraturan UDaerabh  Propinsi NDaerah Tingkat T Jawa
[enggabe Homor 8 Tahun 1993% Lentang  Repcana  Tata
[orcvie Wi bovyanhe 1 opr i e d Pacacst ol Pt | et
lengah  (Lembaran Dacrab Propinsi LDaerah Tingkat
T Jawa Tengah Tahun 1994 Momor 3 Seei—)

Freraturan Daarah Kabupatean [Daerah Tingkat LI
Baryumas NMomor 1L Tahun 1985 tentang Penunlukan,
Pengangkatan, Kewaenangan dan Pemberhentian Pega-
wail HMegerid Sipil sebagal Penyidik rada
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Banyumas
(Lembaran Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat I1
Banyumas Tahun 1986 Momor 5 &er-i=f)

Peraturan Daerah Kabupaten Daarah Tingkat
IT Banyumas Nomor 12 tahun 1993 tentang Rencana
Fata Ruang Wilavah Kabupaten Dati TT Banyumas
(1 bt an Dacr ah Kaboapabon Daeralc Dingkat 1)
Banyumas Tahun 1995 Nomor 29 Sersi——e) ;

Peraturan Daserah  Kabupaten Daarah Tingkat 11
Fyen iy L an s Nomor 2 Tahun 19949 tentang ol a

Dasar Pembangunan Dasrah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Banyumas (Lembaran Dasrah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Banvumas Tahun 1995 NMomaor 30
Seri—t= ;

Peraturan Daerah Kabupaten Dacsrah  Tingkat 1T
Banyumas Homor & Tahun 1995 tentang Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Tahun 199% Nomor 2 @eri=se);

Paeraturan Daarah  Kabupaten Daerah Tingkat I[1
Banyumas HNomor 47 Tahun 1995 tentang Batas
Wilavah Kota Fatikraja (Lembaran Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat 11 Banyumas Tahun 19946 NMomor
9 Seri=m)K .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Banyumas

Menetapkan

MEMUTUSKAN X

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS TENTANG RENCANA UMUM  TATA RUANG KOTA
IBUKOTA KECAMATAN PATIKRAJA DENGAN KEDALAMAN RENCANA
DETAIL TATA RUANG KOTA.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dacerah ini yang dimaksud dengan

.

b

d.

mn..

Deavertathe aclka baly Kabnpoten Dacorab Tinagkals T Banyumas

Pemer intalh  Dacrall adalah  Pemerintab Rabupaten Daerah 11ng-
kal T1 Banyumas:

Bupati Capala aerah aclalah Fupalti Kepala Daerah Tingkat
I Banyumas:;
Rencana LI Tata Ruang Kota dengan kKedalaman Rencana
Detail Taba Ruang Kolba wvang selanioatnys Al sabut FRATRK RO TRE,
adalah Fencand  pamanl aaban ruang kota lelih orinci o yang di-
susun untuk penyviapan perwujudan ruang  dalam  rangka pelaksa-
naan  progaram-programn  pemnbangunan Kota:

Wilavah Perencanaan adalah wilavah vang diarahkan Pemanfaatan
Ruangnya sesusal dendan masing-masing Jenis rencana kotas

Blok Lingkungan vang selanjutnya disebut BLK adalah
satu kesatuan wWilayvah dari kKota wvang bersangkutan Vv ang
merupakan wilavah WA NG terbentuk =zacara fungsionasl atau
administrasi dalam rangka pencapaian dava guna pelavanan
fasilitas umum kotas

Sub Blok Lingkungan wvang selanjutnys disebul SHL adalah satu
kesatuan wilavah dari kota yang bersangkutan yang merupakan
wilayvah vang terbentuk secara funasional ateu administratip
dalam  rangka pencapaian daya guna el avanan Fasi bl bas umuam
kota dengan tujuan pemanfaatan ruangnya;

Gariz Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan;g
Garis  Sempadan  Suangal adalah  garis  batas lLuar pengamanan
sungai;

Garis Sempadan Saluran adalah garis  batas luar pengamanan
salurans

Garis Sempadan  Bangunan  adalah  garis  yvang diatasnya atau
sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunans

kKoefisien Dasar Bangunan vang selanjutnya disebut KOB adalah
bilangan pokok atas perbandingan antara luas total lantai
bangunan dan luas persil;

Koefisien Lantal Bangunan vang selanjutnya disebut KLB adalah
angka perbandingan antara jumlah total lantai bangunan terha-
dap luas persil.

BAB II
AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK — RDTRK didasarkan atas azas -

4 .

b.

pemanfaatan ruang bagi nuaE kepentingan secara terpadu,
berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan
berkelanjutan serta dapat mewujudkan kKota Sejahtera, Adil,
Tertib, Rapi, Indah dan aman.

keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.
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Pasal 3

RUTRK~RDTRK  dimaksudkan sebagai landasan hbukum dan paedoman yany
mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Tingkat I,
Pemerintah  Dacrah Tingkat [T dan masvarakat dalam  memanfaatkan
ruang kota secara berencana, becarah dan berkesinambungarn,

Pasal 4

RUTRK~RDTRK bertujuan
a. meningkatkan peranan kolta dalam pelayanan yvarnd
mampu  berfungsi sebagal pusat pembangunan dalam suatu sistem
pengaembangan wilayah
b, terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang
berlandaskan Wawasan Musantara dan Ketahanan Nasional ;
c. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang Kawasan lindung
dan kKawasan budidaya
d. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk =
1) mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah
serta menangaulangi dampalk negatit terhadap lingkungan.
2) mewujudkan keseimbangan kepentingan Kesejahtersan dan
kKeamanar .

lebinh luas agar

BAB ITX
KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN
Pasal 5

Keclicdhloarn U TRES ROTRE adalab ponjabaran odari Rencana Tatba  Ruang
Wilavah Kabupaten ULsbtil 11 BEanyumas dan Pola Dasar Pembangunan
Daerah Tingkat 11 Banyvumas vang menjadi dasar  pertimbangan dalam
penyusunan rencana pembangunan kKota.

Pasal 6

(1) Wilavah Perencanaan RUTRK~ROTRK Patikraja mencakup 7 (dua)
Desa dengan luas 212,90 HMa 3, vaitu :
§ Patikrajs seluas 138,100 Ha ; (sebagian) ;
Motog seluas 74,800 Ha 3 (sebagian).

~~
N
-

Batas~batas wilayah perencanaan yang dimaksud ayvat (1) Pasal
ini adalah

Sebelah Utara coRIce mill (Tugl Batas Kota) berlokasi
di batas pemukiman sebelah Utaras Desa Mo~
tog ditarik lurus kKe Timur, kKemudian
mengikuti sungal Logawas ditarik lurus Ke
arah Timur sampal dengan batas adminis-
trasi Desa Patikraja dengan Kedung-
raindy ke arah Utara sampal dengan gudang
KUD Patikrajs ditarik ke Timur sampai
sungail Wijahan.

Sebelah Timur : Mengikuti  sungal Wijahan sampail batas
administrasi Desa Pegalongan dengan Desa
Patikraja sampal sungal Serayvu.
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Sebelah Selatan » Mengikuti  sungal Seravu ditarik lurus ke
arah Barat sampail dengan rel Kereta aApil
di grumbul Kalirajut Desa MNotog.

Sebalah Barat  Rel Kereta aApl.

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Bagian Pertama
Penetapan Peranan dan Fungsi Kota
Pasal 7
Peranan kota Patikrajsa dalam Daerah adalah sebagai
a. Pusat Pemerintahan Kecamatan dengan wilayah pelayvanan Keca-
matan Patikraja
b. Pusat Perekonomian di tingkat Kecamatan.
Pasal 8
Fungsi Kota Patikraja dalam Daerah adalah sebagai:
a. Pusat Pelavanan Pemerintahan Kecamatan
b. Pusat Pelayanan Pendidikan ;
c. Pusat Pelavanan Perdagangan
d. Pusat Pelayanan Sosial.
Bagian Kedua

Perwilayahan Kota

Pasal 9

Wilayah Perencanaan Kota Patikrajas sebagaimana dimaksud  dalam
RPasal & Peraturan Oacrah ini, dibagi dalam dua BLX dan setiap
BLK dibagi menjadi dua SBL wvang ditetapkan sebagai berikut -

a. BLK T terdiri dari -

82,100  Ha

56,000  Ha.

b, BLK 11 terdiri dari :

= SBEL 3 seluas 24,800 Ha
= GBL 4 seluas 40,000 Ha.

Pasal 10

Peta pembagian wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal @
Peraturan Daerah ini, dimuat dilam lampiran 1, merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahb ini.



Bagian Ketiga
Perkiraan Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pasal 11
Jumlah Penduduk Kota Patikraja diperkirakan pada akhir tahun 2015
adalah sejumlah 11.845% Jiwa.

Pasal 12
Persebaran  jumlah pendudok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
Peraturan Dasrah ini, dimasing-masing SBL diperkirakan sebagai
berikut:
sebesar 82,100 Ha dengan Kepadatan 150 org/Ha
sebesar 54,000 Ha dengan kepadatan 100 org/Ha

sebesar 34,800 Ha dengan kKepadatan 100 org/Ha
sebesar 40,000 Ha dengan kepadatan 50 org/Ha

a. SBL
b. SBIL
¢C. 8BL
d. SBL

o

H NN P

Pasal 13
Peta paersebaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 2, meru-
pakan bagian yvang ticdak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal & Peraturan
Daerah ini, pemanfaatannya ditetapkan sebagail berikut

4. Kawasan Perumahan 73,88 Ha
b. Kawasan Perkantoran 0,87 Ha

c. Kawasan Fasilitas Sosial Skala Kota -

~ Ibadah , 0,12 HMa ;
-~ Kesehatan 0,61 HMa
- Parkir umum & bongkar muat 0,43 Ha ;
- Pasar . 0,65 Ha
~ Taman/lapangan 0,25% Ha ;
~ Fasilitas Pendidikan 1,08 Ha g

d. Kawasan Fasilitas Sosial Skala Lingkungan T1
~ Ibadah D,61L Ha

~ Pendidikan 2,60 Ha
- Perdagangan . 0,21 Ha
~ Taman lingkungan . 0,61 Ha @

Pos Hansip/Balail pertemuan - Ma &
~ Parkir Lingkungan dan MOK 0,10  Ha ;3
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e. Kawasan Industri Rumah Tangga Ha

f. Jaringan Jalan RE,22 MHa
g. Dacrab Campurarn 11,52 Ha

h. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau:
-~ Ruang hijau Pertanian 24,65 Ha
=~ Ruang hijau Pemalkamean 2,728 Ha 3
= Ruang hijau Sempadan Sungail Lo, 1L Ha oy
~ Ruang hijau Sempadan KA 1.5 Ha 3
-~ Ruang Sempadan tata @&ir & Ha
=~ Ruang hijau lainnya 2, 8a Ha.

Pasal 15

Pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
Peraturan Daerah ini, dalam setiap SBL ditetapkan sebagal beri-
kut =

a. SBL 1
1. Perumahan 28,10 Ha
. 2. Perkantoran 0,34  Ha
3. Fasilitas Sosial Skala Kota =
Ibadah 0,0%  Ha

C31

{

-~ Kesahatan 0,33 Ha 3
= Pagrkir umum & bongkar muat 0,4% Ha
-~ Pasar 0,65 Ha

=~ Taman/lapangan 0,25 Ha
~ Fasilitas Pendidikan 1,08 Ha
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan IT =
-~ Ibadah 0,15 Ha
-~ Pendidikan 0, Ma
~ Perdagangan - O,2% Ha
= Taman lingkungan 0,12 Ha
~ Pos Hansip/Balail pertemuan - Ma ;
~ Parkir lingkungan dan MCK 0,04  Ha g
5. Industri Rumah Tangga 0,12 Ha
6. Jaringan Jalan 20,52 Ha
. 7. Dasrah Campuran Z,00 Ha
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :
~ Ruang hijau Pertanian 4,10  Ha 3
- Ruang Fremakaman 0,08 Ha
Ruang hijau Sempadan sungai 4,20 Ha
~ Ruang hijau Sempadan Ko : - Ha g
~ Ruang Sempadan mata air - Ha
Fuang Hijau lainnya 17,43 Ha.

ar

31

by, SEBL. 2
1. Perumahan . 19,60 Ha
7. Perkantoran 0,046 Ha g

sSosial Skala Kota
0,03 Ha
cesmehatan 0,14 Ha g
=~ Parkir umum & bonglkar muat . Ma
SEAr - Ha
= Taman/lapangan - Ha

-~ Fasilitas Pendidikan o Ha ;




. Fasi bibas Sosial Skala |inglkungan 10
Ibadah 2,13 Ha 3

Pendidi kan 0,9 Mea 5

[Pexrclaapannaan 0, @ Mea 3

Taman 1 inglkungan 0,12 Ha 3

Pos Hansip//Balal pertemuan - Ha

~ Parkir lingkungan dan MCK 0,02 Ha

5. Industri Rumah Tangga 0,06  Ha

G.oJdaringan Jdalan La,D0  Ha g

7. Dacrah Campuran &$,23 Ha
8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :

Ruang hijauw Pertanian 12,03 Ha

~ Ruang hijau Pemakaman 1,60 Ha 3

Ruang hijau Sempadan sungai 0,78 MHa g

~ Ruang hijau Sempadan Ko o Ha

= Ruang Sempadan mata air e Ha 3

Ruang Mijau lainnva 0,08  Ha.

C. SBL&

Perumahan 12,18 Ha 3
Perkantoran Q,21 Ha
. Fasilitas Sosial Skala Kota =

addah Q,0%  Ha

N =

(R )

£33

Kesaehatan 0,06 Ha g
=~ Parkir umum & bongkar muat # Ha
Pasar _ 7 Ma
= Taman laparngan - Ma
~ Fasilitas Pendidikan %2 Ha 3

4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan TI1

Thadah 0,18 Ha ;
- Pendidikan 0,9 Ha 3
~ Perdagangan 0,22 Ha
= Taman lingkungan 0,12 HMa
FPos Hansip/Balai pertemuan L MHa 3
-~ Parkir lingkungan dan MCK 0,02 Ha
5. Industri Rumah Tangga 0,03 Ha
. Jaringan Jalan g,70  Ha
. 7. Daerah Campuran 2,29 Ha

8. Lahan Cadangan dan Ruang terbuka hijau :
=~ Ruang hijau Pertanian Ma
=~ Ruang hijau Pemakaman Ma
~ Ruang hijau Sempadan Sungai Ha
=~ Ruang Hijau Sempadan KA Ha
=~ Ruang Sempadan mata air - Ha
= Ruang Hijau lainnva 4,17 Ha.

O o
o X 4
~ o
ENgTH

ar L' 8 1

ar

. SBL 4
1. Perumahan 14,0 Ha

2. Perkantoran 0,048  Ha Q
3. Fasilitas Sosial Skala Kota -
~ Ibadah 0,0% Ha

~ Kesehatan 0,08  Ha
= Parkir umum & bongkar muat & Mea
~ Pasar - Ha 3
= Taman/lapangan - Ha
- Fasilitas Pendidikan : -

«Q




4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan I1
Ibadah

~ Pendidikan

-~ Perdagangan 0,24 Ha

= Taman lingkungan 0,25 Ha

= Pos Hansip/Balai pertemuan v Ha

= Parkir lingkungan dan MCK 0,02 Ha

0,15 Ha
0,9 Ha

ar w1

vr w

5. Industri Rumah Tangdgas 0,05  Ha
&, Jaringan Jalan 10 Ha
7. Daerah Campuran o MHea g

8. Lahan Cadangan dan Ruang berbuka hijau

Ruang hijau Pertanian by 8,52 HMHa ;
Ruang hijau Pemakaman f = Ha

Fuanag hijau npacarn Sungai Mea 3

=~ Ruang hijau Sempadan KA 0,76 Ha
=~ Ruang Sempadan Mata Alr = Ma
Ruang Hijsu lainnva A,16  Ha.

Bagian Kelima
Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau
Pasal 16

hijau sebagaimana Jdimaksud dalam
ini, ditetapkan setiap SBL

lLahan cadangan dan ruang terbuka
Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Daerah
sebagal berikut

a. SBL 1

L. Ruang hijau Pertanian 4,10 Ha
2. Ruang hijau Pemakamear 0,08 Ha
2. Ruang hijau Sempadan Sungal 4,20 Ha
4. Ruang hijau lainnya 17,43 Ha

b. SBL 2
L. Ruang

hijau Pertanian 12,00 Ha ;
2. Ruang hijau Pemakaman 1,60 Ha
X, Ruang hijau Sempadan Sungai 0,74 Ha
4. Ruang hijau lainnya 0,08 Ha
c. SBL 3
1. Ruang hijau Pertanian 1,60 Ha g
2. Ruang hijau Pemakaman 3,35 Ha 3
3. Ruang hijau Sempadan KA 0,74 Ha ;
4. Ruang hijau lainnva 4,17 Ha 3
d. SBL 4
1. Ruang hijau Pertanian 8,52 Ha
2. Ruang hijau Pemakaman 1,80 Ha
. Ruang hijau Sempadan KA 0,76 Ha g
4. Ruang hijau lainnva 3,16 HMa g
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Pasal 17
RPeta rencana pemanfaatan ruang kota sebagaimana dimaiksud dalam
Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Dserah ini, dimuat
dalam lampiran 3, merupakan bagian vyvang tidalk terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Struktur Utama Tingkat Pelayanan Kota

Pasal 18

Fasilitas Jenjang pertama koba sesnai peran dan frungsinya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal & Peraturan Daerah
ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Perkantoran berada i SEL L, 2, % dan 4 ;

b. Perdagangan berada odi SBL 1, 2, & dan 4

c. Pendidikan berada di SBL 1, 2, 3 dan 4 ;

d. Kesehatan berada di SBL L, 2, % dan 4

€. Olahraga/rekreasi berada di SBIL 1, 2, 3 dan 4 3

f. Ruang terbuka berada di SBL 1, 2, % dan 4.
Pasal 19

Fasilitas Jenjang kedua kota sesuai dengan peran dan fungsinva
ditetapkan sebagai berikut :

a. Perdagangan berada di SR 1, 2, 3 dan 4

b. Pendidikan berada di SBL 1, 2, 3 dan 4

c. Olah Raga/ruang terbuka berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.
Pasal 20

Peta persebaran fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan
Pasal 19 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 4, merupakan
bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistim Utama Transportasi
Pasal 21

Jaringan transportasi jJalan di Kota terdiri dari beberapa jalan

dengan lebar minimal -

a. Jalan Arteri dari Purwokerto - Rawalo 15 mo;

b. Jalan Kolektor 2 dari Patikraja-Kaliori 12 m:

c. Jalan Lokal Primer dari Notog-Jatisaba dan Patikraja-~
Mandirancan 10 m;

o, Jalan lokal Sekunder (dalam kKota) adalah & m.
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Pasal 22
Terminal angkutan Jalan ditetapkan sebagai berikut:

a. terminal bongkar muat barang berada i SBL 1 3
b. terminal angkutan dalam kota dan tempat pemberhentian bus
antar kota berada di SBLL 1.

Pasal 23

Peta rencana sistim utama traﬁgportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini, dimuat
dalam lampiran 5, merupakan bagian yvang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini. ‘

Bagian Kedelapan
Sistim Utama Jaringan Utilitas

Pasal 24
“Jaringan utilitas meliputi jaringan air bersih, jaringan telepon,
Jaringan listrik, jaringan air hujan, jaringan air limbah, per-
sampahan dan hidrant.

Pasal 25

Sistim Jaringan Air Bersih ditetapkan sebagai berikut

a. jaringan primer melalui jalan Purwokerto - Rawalo

b. jaringan sekunder melalui jalan Lapangan Patikraja - Penatusan
dan menyebar diseluruh ruas Jjalan.

Pasal 26

(1) Sistim Jaringan Telepon ditetapkan sebagai berikut
a. Jaringan primer melalul jalan Patikraja - Rawalo dan
Patikraja - Kaliori;
b. Jaringan sekunder melalui jalan Lapangan Patikraja -
Penatusan dan menyebar diseluruh ruas jalan.

(2) Bangunan pengelolaan jaringan telepon ditetapkan sebagai
berikut -
a. Stasiun Telepon Otomat berada di SBL 1
b. Rumah Kabel dan Catuan Distribusi berada odi SBL 1, 2, *
dan 4
. Wartel / Kiostel berada i SHEL 1, 2, % dan 4.

Pasal 27

(1) Sistim jaringan listrik ditetapkan sebagal berikut
a. Jaringan listrik primer dan sekunder melalui jalan Purwo-
kKerto - Rawalo, Patikraja - Kaliori dan Notog-Jatisaba 5

b. Jaringan listrik sekunder melalui jalan Lapangan Patikra-
Ja = Penatusan dan menyebar diseluruh ruas jalan.




(2) Bangunan Pengelolaan jaringan listrik ditetapkan Gardu
distribusi berada di SBL 1, 2, & dan 4.
Pasal 28
Sistim pembuangan air hujan ditetapkan sebagail berikut

a. Saluran primer melalui ruas Jjalan Purwokerto - Rawalo dan
Patikraja -~ Kaliori;

b. Saluran sekunder melalui jalan Lapangan Patikraja - Penatusan
dan menyebar diseluruh ruas jalan.
Pasal 29
Sistim pembuangan air limbah ditetapkan sebagail berikut:

a. Saluran primer melalui ruas Jjalan Purwokerto - Rawalo dan
Patikraja = Kaliori;

b. Saluran sekunder melalui jalan Lapangan Patikraja - Penatusan
dan menyebar diseluruh ruas jalan.

Pasal 30

Sistim pembuangan sampah ditetapkan di Tempat Pengumpul Sementars
berada di SBL 1, 2, 3 dan 4.

Pasal 31
Perletakan hidrant ditetapkan sebagal berikut
a. Hidrant Umum berada di SBL. 1, 2, 3 dan 4
b. Hidrant Kebakaran berada di SBlL. 1, Z, 2 dan 4.

Pasal 32
Peta <sistim Jaringan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam
lampiran 6, 7, 8, 9 dan 10 merupakan bagian vang tidak terpisah-
kan dari Peraturan Dasrah ini.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Pemanfaatan Air Baku

Pasal 33

Alr baku meliputi air permukaan, air tanah dangkal, air tanah
dalam dan mata air.

Z,

P




Pasal 34
Pengembangan pemanfaatan air baku sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan sistim
penyediaan air bersih serta mempertimbangkan kelestarian ling~
kungan dan sesuai dengan ketentuan Persaturan Perundang-undangan
vang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Kepadatan Bangunan

Pasal 35

(1) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan  pembatasan Koefisien
Dasar Bangunan (KDB) pada setiap SBL peruntukan.

(2) Setiap Blok dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.
Pasal 36

(1) 8BL 1 dengan peruntukan

-

a. Perumahan KOE ditetapkan 40 % -~ &0 %y
b. Perkantoran KDB ditetapkan 50 2 ~ 60 %3
c. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 50 % ~ 60 %3
d. Pendidikan KDOB ditetapkan 50 % ~ &0 %3
e. Kesehatan KOB ditetapkan 50 % &0 %y
f. Peribadatan KDB ditetapkan 50 %2 - 60 %3

(2) SBL 2 dengan peruntukan

&. Perumahan KOB ditetaplkan 40 % &0 %y
b. Perkantoran KDB ditetapkan 50 %2~ 60 %
c. Perdagangan dan Jasa KDOB ditetapkan 20 % - 60 %
d. Pendidikan KDB ditetapkan 50 % - 60 %
&, Kesehatan KDE ditetapkan 50 % -~ &0 %3
f. Peribadatan KDB ditetapkan 50 % -~ 60 %3
(3) SBL 2 dengan peruntukan
&. Perumahan KDB ditetapkan 40 % 60 %y
b. Perkantoran KDB ditetapkan 50 % -~ &0 %y
¢c. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 50 2 -~ 60 %3
d. Pendidikan KDB ditetapkan 50 % ~ &0 %y
. Kesehatan KDB ditetapkan 50 % - &0 %3
f. Peribadatan KDB ditetapkan B0 % -~ 60 %
(4) SBL 4 dengan peruntukan
&. Perumahan KDB ditetapkan 40 Z -~ &0 Zy
b. Perkantoran KDB ditetapkan 50 2 -~ &0 %3
c. Perdagangan dan Jasa KDB ditetapkan 50 % - 60 %y
d. Pendidikan KDB ditetapkan 50 2 - &0 %3
&, Kaesehatan KDB ditetapkan 50 % -~ &0 %3
f. Peribadatan CKDB ditetapkan 50 % -~ &0 %y
g. Perindustrian KDOB ditetapkan 50 % &0 %y
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Pasal 37
Peta kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan
pPasal 3& Peraturan Daerah ini, dimuat dalam lampiran 11, merupa-
kan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Ketinggian Bangunan

Pasal 38
(1) Ketinggian Bangunan ditetapkan dengan Jjumlah luas lantai
bangunan, Jumlah maksimum  dan minimum lantai bangunan
untuk setiap SBL.
(2) Ketinggian bangunan Jjuga ditetapkan sesuai dengan  lebar
rencana jaringan jalan.
Pasal 39

(1) Ketinggian bangunan di S$BL 1 ditetapkan dengan KLB sebesar
1,8, maksimum 2 lantai dengan ketinggian maksimum 12 m.

(2) Ketinggian bangunan di SBL 2 ditetapkan dengan KLB sebesar
1,8, maksimum 2 lantail dengan ketinagagian maksimum 12 m.

(3) Ketinggian bangunan di SBL 3 ditetapkan dengan KLEB sebesar
1, maksimum 1 lantai dengan ketinggian maksimum & m.

(4) Ketinggian bangunan di $SBL 4 ditetapkan dengan KLB sebesar
1,2, makgiimum 2 lantai dengan ketinggian maksimum 10 m.

Pasal 40

Peta ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
dan Pasal 29 Peraturan Daerah ini, dan dimuat dalam lampiran 12,
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Bagian Keduabelas

Garis Sempadan

Pasalhil

Penetapan garis sempadan, terdiri dari
a. Garis Sempadan Jalan;

b. Garis Sempadan Bangunan;

c. Garis Sempadan Sungal;

e. Garis Sempadan Saluran;
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Pasal 42
(1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan)
masing-masing dihitung dari as Jjalan ditetapkan sebaga il
berikut
a. Pada jalan Arteri dari Purwokerto-Rawalo = 20 m
b. Pada jalan Kolektor 2 dari Patikraja-Kaliori 2 12 m ;
. Pada jalan lokal Primer dari Notog-Jatisaba dan Patikra-
ja-Mandirancan z 10 m ;
d. Pada jalan lokal Sekunder (dalam Kota) 2z & m.
(2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan
dengan persil tetangga, ditetapkan sebagal berikut :
a. untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berhim-
pit atau apabila bertingkat berjarak minimal 1,5 m ;
b. untuk bangunan deret sampai dengan Kketinggian 2 lantai
dapat berhimpit.
Pasal 43
Garis Sempadan Sungai Serayu, Tenggulun, Logawa ditetapkan 25 m
diukur dari tepi Sungal.
Pasal 44
Garis Sempadan Saluran Kediri, Sungai Menyawak untuk pagar
ditetapkan 1 meter diukur dari kaki luar tangaul .,
Pasal 45
Garis Sempadan Saluran Kediri, Sungail Menyvawak untuk bangunan
‘ ditetapkan 2 meter diukur dari kaki luar tanggul.
Pasal 46

(1) Khusus untuk Garis Sempadan Bangunan perdagangan dan jasa
serta bangunan industri dan pergudangan ditetapkan lebih
besar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42
sampai dengan  Pasal 45 Peraturan Dasrah ini, dimuat dalam
lampiran 1%, merupakan bagian vyvang tidak terpisahkan dari
Peraturan Dasrah ini.

(2) Pada kawasan berkepadatan bangunan tinggi, Garis Sempadan
Bangunan peaerdagangan dan jasa ditetapkan dapat berhimpit

dengan  garis sempadan muka bangunan setelah mempertimbangkan
faktor parkir kKendaraan.

1é




Bagian Ketigabelas
Indikasi Unit Pelayanan Kota

Pasal 47
Indikasi Unit Pelayanan Kota dimuat dalam lampiran 14, merupakan
bagian yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
JANGKA WAKTU RENCANA KOTA

Pasal 48

(1) Jangka waktu RUTRK-ROTRK Patikraja adalah 20 (dua puluh)
tahun.
(2) RUTRK~RDTRK dapat ditinjau kembali setiap S (lima) tahun
. untuk diubah dan disesuaikan dengan Keadaan.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayvat (2) Pasal ini
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 49
RUTRK-ROTRK Patikraja bersifat terbuka untuk umum dan ditempat-
kan di kantor Pemaerintah Daerah dan tempat-tempat wvang mudah
dilihat oleh masvarakat .

Pasal 50

Masvarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengena i RUTRK -~
RDTRK PRatikraja secara tepat dan mudah.

‘ BAB VI

RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KOTA
Bagian Pertama
Penanganan Lingkungan Kota
Pasal 51

Penanganan lingkungan Kkota ditetapkan setiap SBlLnya sebagai
berikut :

4. Bangunan :

1. Bangunan baru vang akan dibangun berada di SBL 1, 2, 3
dan 4.

2. Bangunan vyang akan ditingkatkan berada di SBL 1, 2, 3 dan
4

17




b. Jaringan jalan wang akan ditingkatkan berada o1 SBL 1, 2, 3
dan 4.

c. Jaringan Utilitas

1. Jaringan utilitas baru yang akan dibangun meliputi
a) jaringan air bersih berada SBL 1, 2, 3 dan 4;
b daringan telepon berada SBLO1, 2, 3 dan 4.

2. Jaringan utilitas vang akan ditingkatken meliputi Jaringan
listrik berada Jdi SBL 1, 2, 3 dan 4.

Bagian kedua
Tahapan Pelaksanaan Pembangunan
Pasal 52

Tahap pelaksanaan psmbangunan «i kKota Patikraja adalah sebagal
berikut

1999/ 2000
14/ 20085
009 /2010
POl P05,

a. Tahap I dari tahun 1995/1996 s/d
b. Tahap II dari tahun 2000/2001 s/d
c. Tahap 111 dari tahun 2005/2006 s/
d. Tahap IV dari tabhun 2010/2011  s/d

£l

Pasal 53

Penyusunan pelaksanaan program-program serta proyek-proyek  yvang
diselenggarakan oleh Ins Paenerintab, Swasta dan Masvarakat
luas harus berodas a pokok-pokok kKelbijaksanaan sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 14 sampal dengan Pasal S0 Peraturan Daerah
ini.

arloan pas

Pasal 54

FPeta pentahapan paenbangunan tahunan G mea clhma ) el am
Pasal 52, al 53 dan Pasal %4 Peraturan Daerah ini, dimuat
dalam lampiran 1%a, 15b, 15%c dan 15d, merupakan bagian yvang tidak
terpisahkan dari Perationran Dasrah dnid .

Bagian Ketiga

Penjelasan Rencana

Pasal 55

FSorlern  RUITRE - RODTIRK Pabtilkerada can @lbum  Peta Patikrala  merupalkan
et es it walrgl Leddsih (ERRTSN] clevrr e dpaliacn bagdann wang Tidalk
terpis

sahkan  dari Peraturan Dacerah ini.




BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA
DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

Pasal 56

Pengawasan dan pengendalian RUTRK-ROTRK guna menjamin tercapainya
malksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 4 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati Kepala Dae-
rah., :

Pasal 57

(1) Pengawasan terhadap pemanfastdn ruang dilakukan dalam bentuk
pemantauan, pelaporan dan evaluasi .

(2) Pengendalian pemanfaatan ruoang dilakukan dalam bentuk pers
ijinan sesual dengan kewenangan vyang ada pada Pemerintah
Daerah.

(3) Pengawasan dan pencegahan segala kegistan pembangunan /
pemanfaatan Vang tidak sesusal dengan Peraturan Daerah

ini menjadi wewsenang Camat atau Instansi setempat yvang
berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam
wajib melapor kepada Bupati Kepala Daerah atau Dinas Teknis
vang ditunjuk.,

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

(1) Barang =siapa melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana ditetap-
kan dalam Pasal 14 sampai dengan pasal 50 Peraturan Daerah
ini, diancam Pidana kurungan selama~lamanyaVN Jeltbdgo= buylan
atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,~ (lima pulub ribu
rupiah).

(2) Selain Tindak Pidana sebagaimana disebut dalam avat (1) Pasal
ini tindak pidana vang mengakibatkan perusakan dan  pence-
maran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan
perundangan vang berlalku.

(3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pPasal
ini, adalah pelanggaran. '

1%

V6 (enam)




(2)

(3)

(1)

(2)

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 59
Selain oleh Pejabat Penyidik  Umum, Penyidikan atas tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Peraturan Daerah
ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
atau disingkat PPRNS dilingkungan Pemerintah Daerah, vang
pengangkatannya sesual dengan  peraturan  perundangan  yang
berlaku.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
berwenang :

a. menerima laporan atau pengaduan dari  seseorang tentang
adanya tindak pidana :

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di  tempat kKeja-
dian serta melakukan pemeriksaan ;

c. menyuruh  berhenti seorang tersangka dan  memeriksa tanda
pengenal diri tersangka ;

d. melakukan penyitaan benda atau surat

e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi

g. mendatangkan orang ahli vang diperlukan dalam hubungan
dengan pemeriksaan perkara ;

ho menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari
Penyidik Umum bahwa tidak ‘terdapat cukup bukti atau peris-
tiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjut
nya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut
kepada penyidik umum, tersangka atau kKeluarganva:

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum vang dapat diper—
tanggung jawabkan.

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Ne-
geri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
wajib mengadakan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Umum.
BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Kkegiatan yvang

telah ditetapkan dan Kkeberadaannya tidak sesual  dengan
RUTRK~RDTRK Patikraja, dapat -diteruskan sepanjang tidak

mengganggu fungsi peruntukan ruang.

Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu
fungsi peruntukan ruang, harus segera dicegah  dan atau
dipindahkan ketempat vang sesual dengan peruntukannvya

selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Per-—
aturan Dasrah ini.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan
yang mengatur mengenai RUTRK-ROTRK Patikraja vyang bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 62
pPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer Lntah-

kan pangundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dasrah Tingkat IT Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KEPALA DAERAH TINGKAT II
ﬁﬁﬁﬂﬁﬁi@”;m~ARAH TINGKAT II ,

Sos

FRRALA DA KAH TINGKAT 1 JAWA TENGAH

Dengan / N /)%&Tgl. &9 Juii ‘998 '

“AH TINGKAT I JAWA TENGAH

Nomor : 6 Tanggal 18 Agustus 1998 Seri ¢ D
\ Sekretaris Wiléiah[naerah
N Tingkat II Banyﬁmaa.
1 e T

e soEp TuAN
. Pembine Tke I
NIP : 500034 842

b:\perda\pat—-tap
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I.

II.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 7 TAHUN 1997
TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PATIKRAJA
IBUKOTA KECAMATAN PATIKRAJA
DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

PENJELASAN UMUM

Kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dalam Rencana Tata Ruang Wilavah Propinsi
(RTRWP), menetapkan bahwa Kabupaten Dacrah Tingkat 1T Banyu-
mas masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP 1V dengan pusatnysa
di Kota Cilacap. Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas dalam Rencana Tats Ruang Wilayah (RTRW), menetapkan
bahwa Kota Patikraja masuk dalam  Sub Wilavah Pembangunan
(swP) 1 dengan fungsi  dan peranan sebagal pusat pelayanan
perdagangan, pendidikan dan Pemerintahan Kecamatan.

Pertumbubhan dan pengembangan kKota-kota yang begitu
pesat yang selalu diikuti pula dengan timbulnya masalah, baik
yang bersifat regional, sektoral dan lintas sektoral, rumusan
rencana yvand sudah berupa penyiapan ruang dan alat pengendali
pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program pem=
pbangunan bukan lagl seKedar arahan, tetapl secara teknis
sudah merupakan kKebijaksanaan yang kongkrit sehingga dalam
rangka mengatur dan mengembangkan fisik kKota Patikraja Ibuko-
ta Kecamatan Patikraja sebagal pusat Pemerintahan dan Perda-
gangan diperlukan pedoman berupa Rencana Umum Tata Ruang Kota
Kedungbanteng Ibukota Kecamatan Kedungbanteng dengan kedala-
man Rencana Detail Tata Ruang Kota bagi semua kegiatan kota
vang sejahtera, adil, tertip, rapi, indah dan aman dengan
berwawasan lingkungan dalam memanfaatkan ruang kota secara
berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 - pasal ini menjeleskan mengenal
ketentuan Umum dengan maksud agar
terjadi persamaan penafsiran
terhadap beberapa istilah yang
digunakan dalam Peraturan Daerah
ini.

pasal 2 s/d Pasal 13 =@ Cukup jelas.

Tx

Pasal 14 huruf a s/d f Cukup jelas.

Pasal 14 huruf g = Yang dimaksud dengan Daerah Campu-
ran adalah penggunaan suatu lokasi
dimana peruntukan satu dengan
lainnya saling mendukung, misalnya
perkantoran dan perdagangan.

Pasal 15 s/d Pasal 48 s Cukup jelas.




Pasal 49

Pasal 50 s/d Pasal 54

Pasal 55

Pasal 5& s/d Pasal 62

bryperda\jel-pati

Dokumen Rencana Umum Tata Ruang
Kota Patikraja Ibukota Kecamaltan
Patikraja dengan Kedalaman Rencana
Detil Tata Ruang Kota ditempatkan
di Kantor-~kantor Pemerintah Kabu-
paten Daerah Tingkat 11 Banyunas
meliputi Badan Perencana Pembangu-
nan Daerah, Kantor Kecamatan
Patikraja, Desa Patikraja dan Desa
Notog.

Cukup jelas.

Buku Rencana Wmum Tata Ruang Kota
Patikraja Ibukota Kecamatan Patik-
raja dengan kKedalaman Rencana
Datail Tata Ruang kota terdiri
dari Buku Kompilasi Data, Analisis
Data dan Rencana.

Cukup jelas.

-~
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